PENEGAKAN HUKUM DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA by herwanto, herwanto
12
PENEGAKAN HUKUM DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA
SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN TINDAK





The use of imprisonment for convicted of corruption is not effective, a lot of corruption
defendants sentenced to prison, but the numbers of corruption in Indonesia is not decreasing but
increasing every year. One of the factors that drive the increasing number of corruption in
Indonesia is the penalty imposed for the corrupt judges in Indonesia is still relatively mild, even
tend to be reduced and then excused, it is not suprising if the criminals seem not feel deterrent to
criminal sanction imposed. So the challenge for law enforcement agencies is how to make the
punishment given to make the corrupt deterrent and make athers fear for corruption. So not only
imprisoned and fined, but also gave birth to taste deterrent, shame, and fear. This deterrent
effect it is very important to minimize corruption in Indonesia from year to year.
This study used normative legal approach (normative juridical) by using secondary data
based primary law, secondary and tertiary. The data obtained and analyze  qualitatively.
Research specification is descriptive analysis that comprehensively describe the effectiveness of
imprisonment as a means of prevention of corruption.
Type of criminal who should be imposed on the perpretators of corruption is aggravate
imprisonment and optimize the imposition of criminal penalties type at least 2 (two) times and a
maximum of four (4) times that of the state losses resulting from corruption. The imposition
ofcriminal penalties based on the losses that arise as a result of corruption and law enforcement
costs to be borne by convicted of corruption. If the convicted person does not pay the fine, it must
be done expropriation of assets or the assets of the convicted person to restore the state losses. It
aims to reduce corruption in Indonesia and provide a deterrent effect on corruption convicts.
Law enforcement should be done to tackle corruption in Indonesia is to improve the criminal
justice system that includes the substance of the law, law structure, and legal culture.
Harmonization and synergy between the sub-system of criminal law should be strengthened
coupled with a strong commitment to the judge as a vanguard in the fight against corruption to
dare to impose criminal sanctions that provide a deterrent for perpretators of corruption.
Keywords : Effectiveness of imprisonment, impoverishment corruption, law enforcement.
2ABSTRAK
Penggunaan pidana penjara  bagi terpidana korupsi saat ini belum efektif,  banyak
terdakwa yang korupsi dijatuhi pidana penjara namun angka tindak pidanakorupsi di Indonesia
bukan menurun tetapi terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu factor yang mendorong terus
meningkatnya angka tindak pidana korupsi di Indonesia adalah hukuman yang dijatuhkan hakim
bagi para koruptor di Indonesia masih relatif ringan, bahkan cenderung mudah dikurangi dan
kemudian dimaafkan, tidak mengherankan jika para koruptor tampak tidak merasa jera dengan
sanksi pidana yang dijatuhkan. Maka tantangan bagi aparat penegak hukum adalah bagaimana
supaya hukuman yang diberikan membuat para koruptor jera sekaligus membuat yang lain takut
untuk melakukan korupsi. Jadi bukan hanya sekedar dipenjara dan didenda, tetapi juga
melahirkan rasa jera, malu, dan takut. Menimbulkan efek jera ini justru sangat penting guna
memperkecil angka korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative (yuridis normatif) dengan
menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analisis
yaitu menggambarkan secara komperhensif tentang efektivitas pidana penjara sebagai sarana
penanggulangan tindak pidana korupsi.
Jenis pidana yang   harus dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi adalah
memperberat pidana penjara dan mengoptimalkan penjatuhan jenis pidana denda minimal 2
(dua) kali lipat dan maksimal 4 (empat) kali lipat dari kerugian negara yang diakibatkan karena
tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana denda tersebut didasarkan pada kerugian negara yang
muncul akibat akibat tindak pidana korupsi dan biaya penegakan hukum yang harus ditanggung
oleh terpidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar denda, maka harus dilakukan
perampasan asset atau harta kekayaan terpidana untuk mengembaikan kerugian negara. Hal ini
bertujuan mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia dan memberikan efek jera pada
terpidana korupsi. Penegakan hukum yang seyogyanya dilakukan untuk menanggulangi tindak
pidana korupsi di Indonesia adalah memperbaiki system hukum pidana yang meliputi substansi
hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Harmonisasi dan sinergitas antara sub system hukum
pidana   harus diperkuat dengan komitmen kuat hakim sebagai ujung   tombak dalam
pemberantasan korupsi untuk berani menjatuhkan sanksi pidana yang memberikan efek jera bagi
pelaku tindak pidana korupsi.
Kata kunci : Efektivitas pidana penjara, pemiskinan koruptor, penegakan hukum.
3PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Penegakan hukum menempati posisi yang strategis dalam pembangunan hukum, lebih-
lebih disuatu negara hukum. Berbicara mengenai penegakan hukum, make hal paling penting dan
mendasar adalah bagaimana kemampuan (khususnya dalam bidang korupsi), maka system
peradilan yang dapat mengakomodasi dan mengapresiasi tuntutan keadilan baik yang menjadi
ruh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat, dalam pemberantasan korupsi
merupakan suatu kebutuhan dasar. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya
penciptaan suatu negara yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, inaka kepastian,
rasa aman, tentram ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan
hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Untuk mewujudkan gagasan penegakan hukum yang telah disinyalir diatas, ada beberapa
faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut
Friedman1Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan. hukum tersebut adalah :
1. Faktor Substansi Hukum (Legal Substance), yaitu substansi hukum adalah aturan, norma, dan
pola perilaku manusia yang ada dalamsistem. Substansi juga berarti produk yang berupa
keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang
yang berada dalam sistem tersebut.
2. Faktor Struktur Hukum (Legal Structure), yaitu Struktur meliputi struktur institusi penegakan
hukum (Kepolisian, Jaksa, dan Hakim).
1Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan PenegakanHukumTindak Pidana
Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 59.
43. Faktor Budaya Hukum (Legal Culture), Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-
nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak
mengenai apa yang baik dan buruk.
Jika diamati dan dicermati, bahwa berbagai kebijakan dan strategi penanggulangan tindak
pidana korupsi telah dirumuskan dalam berbagai seminar dan kongres, baik ditingkat nasional
yang diadakan oleh berbagai lembaga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swastadan juga
diadakan oleh instansi pemerintah khususnya instansi penegak hukum, seperti Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) serta instansi/lembaga
lainnya baik negeri maupun swasta. Pada tingkat Internasional diadakan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan Lembaga Internasional lainnya. Namun demikian pemberantasan tindak
pidana korupsi dinilai sangat sulit untuk diberantas.
Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke IV mengenai The Prevention of Crime
and Treatment of offenders Tahun 1980, menyebutkan bahwa kejahatan korupsi adalah salah
satu jenis kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum.2
Selanjutnya Lilik Mulyadi menyebutkan, secara normatif tindak pidana korupsi sebagai
tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime),penanggulangannya juga harus dilakukan dengan
aspek yuridis luar biasa pula (extra ordinary enforcement)dan tindakan-tindakan yang luar biasa
pula (extra ordinary measures).3
Pakar hukum lainnya seperti Ermansyah Djaja menyebutkan Perbuatan tindak Pidana
Korupsi  merupakan pelanggaran terhadap hak-hak  sosial dan  hak-hak ekonomi  masyarakat,
2H.R. Ernanto Soedarno, Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia, Ikatan Alumni Universitas Airlangga,
Fakultas Hukum, hlm. 149.
3Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni,
Bandung, 2007, hlm. VII.
5sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary
crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Sehingga dalam
upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa” tetapi dituntut cara-cara yang
luar biasa (extra ordinary enforcement).4
Selanjutnya berbagai pendapat para ahli lainnya, yang disampaikan pada berbagai
seminar tentang tindak pidana korupsidiungkapkan dan dinyatakan bahwa tindak pidana Korupsi
merupakan tindak pidana luar biasa, dan penanganannya juga dikehendaki dilakukan secara luar
biasa, karena korupsi bukan saja dianggap sekedar merugikan keuangan Negara, akan tetapi
dianggap sudah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, juga menghambat pertumbuhan dan
kelangsungan pembangunan nasionalyang menuntut efisian tinggi.
Begitu juga dari berbagai pertemuan ilmiah yang penulis ikuti secara langsung, seperti
pada pelatihan hakim tindak pidana korupsi yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia pada tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 10 April tahun 2007 di Ciawi
Bogor,5Ketua Mahkamah Agung (pada waktu itu Bagir Manan), mantan Ketua Muda Tindak
Pidana Khusus Iskandar Kamil, Romli Atmasasmita dalam perkuliahannya memaparkan dan
menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa.
Telah banyak pemangku kekuasaan politik yang dipidana karena melakukan korupsi yang
merugikan keuangan negara. Korban kejahatan korupsi politik adalah rakyat.6 Demikian pula
pada tingkat Internasional dalam resolusi “corruption in Gaverment”di Havana tahun 1990
merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:
1. Korupsi dikalangan pejabat publik (corrupt activities of public official) :
4Ermansyah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26.
5Pelatihan Hakim Tipikor, Ciawi Bogor, tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 10 April Tahun 2007.
6 Artijo Alkostar, Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Angkatan ke-XIV, Pusdiklat
Mahkamah Agung, Mega Mendung, Ciawi, Bogor, 26 Mei 2013, Bawas mahkamahagung.go.id, dikunjungi tanggal
03 Februari 2014.
6a. Dapat mienghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“can
distroythe potential effectiveness of all Opes of govermental programmes”)
b.   Dapat menghambat pembangunan (“hinder development”)
c. Menimbulkan korban individual dan kelompok masyarakat (“victimize individuals and
groups”)
2.   Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan
terorganisasi dan pencucian uang haram.7
Baru-barn ini Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto, menilai tidak fair jika korupsi
dimasukkan menjadi kejahatan biasa didalam RUU KUHP dan RUU KUHAP. Menurutnya,
sebagai kejahatan luar biasa, tindak pidana korupsi harus diperlakukan secara khusus melalui
hukum acara khusus. Sehingga harus dikeluarkan dari RUU KUHAP.8
Memperhatikan pula peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi,
sebelum UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Tindak Pidana Korupsidiantaranya yaitu UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi,
dimana pada waktu UU No. 3 Tahun 1971 tersebut diundangkanberbagai harapan
dikumandangkan agar undang-undangtersebut menjadi sarana yang efektif dalam pemberantasan
tindak pidana. korupsi.
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian
yang berkaitan dengan efektifitas pidana penjara terhadap terpidana korupsi, yang dituangkan
dalam bentuk tesis dengan judul : “Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Pidana Penjara
sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.
B. Identifikasi Masalah
7Kartayasa Mansur, Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikahi, Mei 2012.
8Terkait #Bambang Widjojanto# KUHP www.tribun news.com, dikunjungi tanggal 03 Februari 2014
7Di dalam penenlitian ini akan dirumuskan beberapa masalah yang meliputi sebagai
berikut :
1. Jenis pidana apakah yang dapat diterapkan untuk meminimalisasi tindak pidana korupsi di
Indonesia?
2. Bagaimana seyogyanya penegakan hukum (law enforcement) yang harus dilakukan dalam
menanggulangi tindak pidana korupsi?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan yang meliputi :
1.   Untuk mengetahui jenis pidana yang dapat diterapkan untuk meminimalisasi tindak pidana
korupsi di Indonesia.
2.   Untuk mengetahui penegakan hukum (law enforcement) yang seyogyanya dilakukan untuk
menanggulangi tindak pidana korupsi.
D. Kegunaan Penelitian
Sejalan dengan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kegunaan kepada semua pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.
1.   Kegunaan teoritis
Secara  teoritis  diharapkan  dapat meinberikan masukan  bagi perkembangan  ilmu
hukum khususnya hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang semakin
marak terjadi di Indonesia.
2.   Kegunaan praktis
8Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya
lembaga yang menangani kasus tindak pidana korupsi dan lembaga pemasyarakatan dalam
menyelenggarakan pembinaan bagi para terpidana korupsi dan berguna bagi masyarakat.
E. Kerangka Pemikiran
Untuk menemukan kerangka pikir yang   terkait dengan penegakan hukum dan
pelaksanaan pidana penjara, penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang terkait, yaitu
teori penegakan hukum.
Teori merupakan hubungan dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.9 Teori
senantiasa ditafsirkan tanpa makna tatkala tidak dibarengi dengan padanan kata yang berikutnya,
demikianlah beberapa pendapat ahli tentang keberadaan teori, misalnya Juhaya S. Praja
menyatakan :
Teori menimbulkan keragaman tafsir, bahkan sering ditafsirkan dengan istilah “tanpa makna”
apabila tidak dikaitkan dengan padanannya, misalnya teori ekonomi, teori sosial, teori hukum,
dan lain-lain. Bahkan, kata padanannya menjadi lebih bermakna dari pada kata teori itu sendiri.10
Masalah hukum dan penegakan hukum merupakan masalah kembar dalam perjalanan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satu penegakan hukum yang tidak terkait dengan
kepada asas-asas kaidah, dan sanksi hukum.
Salah  satu persoalan  kehidupan  kenegaraan Indonesia adalah  lemahnya penegakan
hukum. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan hukum menjadi lemah. Hancurnya
penegakan hukum di Indonesia sebenarnya tidak melalui dari struktur kelembagaan pengadilan
yang  independen dan buruknya aturan perundang-undangan, tetapi pangkal tolaknya adalah
rendahnya kualitas moral dari penegak hukum disemua lini. Bukan rahasia lagi mafia peradilan
9Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 30.
10Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 11.
9telah merajalela walaupun sulit dibuktikan. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum
adalah terletak pada  kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap
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ANALISIS EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA SEBAGAI SARANA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
A. Jenis Pidana yang Dapat Digunakan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia
1. Efektivitas Pidana Penjara Dalam Meminimalisasi Tindak Pidana Korupsi
Pidana penjara saat ini menjadi sarana yang paling dominan digunakan untuk
menanggulangi tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat salah  satunya adalah
tindak pidana korupsi. Pidana penjara sebagai salah satu bentuk pemidanaan  sesungguhnya
mengandung dua aspek pokok, yaitu :
1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana
2. Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana
Aspek  pokok yang pertama meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan
tindak pidana, memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya sering dikemukakan
dalam berbagai ungkapan seperti menyelesaikan konflik, mendatangkan    rasa aman,
memperbaiki   kerusakan atau kerugian yang timbul, menghilangkan   noda-noda yang
ditimbulkan, memperkuat kembali nilai-nilai hidup dalam masyarakat.
Aspek pokok yang kedua bertujuan memperbaiki pelaku yang sering dikemukakan dalam
berbagai ungkapan seperti melakukan rehabilitasi, dan memasyarakatkan kembali pelaku untuk
tertib atau patuh pada hukum, melindungi pelaku dari pengenaan Sanksi atau pembalasan yang
sewenang-wenng di luar hukum.11
11 Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penajara, Op.Cit, hlm
95.
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Persoalan yang muncul adalah sampai seberapa jauh pidana penjara dapat menunjang
tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa tujuan-tujuan di atas,
merupakan suatu hal yang kompleks tujuan yang secara keseluruhan ingin  dicapai  dengan
berbagai sarana, pidana penjara merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai
tujuan itu. Oleh
karena itu, dapat diasumsikan bahwa memang tidak dapat diharapkan pidana peajara itu sesuai
dan dapat menunjang keseluruhan tujuan yang sangat luas itu. Dengan demikian dasar
pembenaran atau tolak ukur yang digunakan dalam pembahasan ini tidak ditekankan pada
keseluruhan tujuan yang telah diidentifikasi di atas, tetapi lebih ditekankan pada aspek pokok-
pokoknya saja. lni  berarti dilihat dari sudut tujuan pemidanaan pidana penjara hanya dapat
dibenarkan apabila sesuai dan dapat menunjang kedua aspek tersebut yaitu aspek perlindungan
masyarakat dan aspek perlindungan atau perbaikan pelaku.12
Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan membina dan mengembalikan
kesatuan hidup terpidana agar menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Dengan
demikian diharapkan terpidana dapat mencegah untuk  mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi
jelas pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sesuai dan dapat menunjang aspek pokok
yang pertama khususnya pencegahan kejahatan dalam arti prevensi spesial dan sesuai dengan
aspek pokok yang kedua khususnya dalam arti memperbaiki pelaku.13
Aspek pokok yang pertama, khususnya dalam arti pengendalian kejahatan, terlihat pula
dari  hakikat pidana penjara yang merupakan perampasan kemerdekaan. Dengan dirampasnya
kemerdekaan si pelaku, maka jelas ruang geraknya untuk melakukan kejahatan dapat dibatasi.
Di lain pihak berarti pula masyarakat merasa aman dari gangguan perbuatan jahat selama
12 Ibid, hlm. 96.
13 Sudarto, Op. Cit, hlm. 101.
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pelaku dirampas kemerdekaannya. Sehubungan dengan hal ini Van Bemmelen pernah
mengemukakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan itu dalam kenyataannya lebih
mengamankan masyarakat dari kejahatan selama penjahat itu berada dalam penjara dari pada
berada di luar penjara. Daya mengamankan ini menurut Van Bemmelen merupakan salah satu
tujuan yang dapat dimasukan dalam teori relatif.
Dari uraian di atas, tidak diragukan lagi bahwa pidana penjara dengan sistem
pemasyarakatan mengandung kedua aspek pokok dan tujuan pemidanaan, namun persoalannya
dalam menanggulangi tindak pidana korupsi apakah pidana penjara itu pada kenyataanya dapat
menunjang kedua aspek
pokok tersebut dan seberapa jauh pidana penjara benar-benar dapat memperbaiki pelaku tindak
pidana korupsi yang memiliki status sosial dan pendidikan yang tinggi dan mencegahnya untuk
tidak lagi melakukan korupsi. Jadi persoalannya terletak pada efektivitas pidana  penjara itu
sendiri. Inilah yang sering dijadikan salah satu tolak ukur pula untuk memberikan dasar
pembenaran pada  suatu sanksi pidana dilihat sebagai suatu sarana yang rasional dari politik
kriminal. Dengan demikian ukuran rasionalitas diletakan pada ukuran keberhasilan suatu sarana
untuk mencapai  tujuannya. 14 Apabila dikatakan  bahwa tujuan  politik  kriminal adalah untuk
mencegah atau menanggulangi kejahatan, maka adalah rasional apabila suatu sarana benar-benar
dapat mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan itu. Jadi  ukuran rasional tidak
diletakan pada adanya persesuaian antara sarana itu dengan tujuan, tetapi diletakan pada
keberhasilan atau efektivitas sarana itu dalam mencapai tujuannya.
Menentukan dasar pembenaran pidana penjara dilihat dari sudut efektivitasnya ini
merupakan suatu pendekatan pragmatis yang memang perlu dipertimbangkan dalam setiap
langkah kebijakan. Namun persoalannya seberapa jauhkah efektivitas pidana penjara itu dapat
14 Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif. Op. Cit, hlm 97.
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dibuktikan dalam meminimalisasi tindak pidana korupsi sehingga dapat dijadikan tolak ukur
untuk memberikan dasar pembenaran.
Pengukuran efektivitas pidana sering dikaitkan  dengan tujuan atau hasil yang ingin
dicapai. Jadi sama halnya dengan menetapkan efektivitas  sistem  hukum  pada umumnya.
Menurut Anthony Allot, suatu sistem hukum merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan (a
purposive system). Oleh karena itu, untuk mengukur efektivtiasnya harus dilihat seberapa jauh
sistem hukum itu dapat  mewujudkan atau mencapai tujuan•tujuannya.15 Hal ini tidak mudah
dilakukan, karena seperti yang telah diidentifikasi di atas, terlalu banyak  tujuan yang ingin
dicapai. Tujuan mana yang harus dijadikan tolak ukur untuk menyatakan suatu pidana efektif
atau tidak. Apakah untuk  menyatakan suatu pidana itu efektif keseluruhan tujuan itu harus
benar-benar dapat dicapai atau cukup hanya salah satu saja. Hal ini perlu ditetapkan terlebih
dahulu karena akan sangat menentukan kriteria apa yang akan digunakan untuk mengukur
efektivitas suatu sanksi pidana.
Dalam hal ini penulis mendasarkan tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur
efektivitas pidana penjara dalam meminimalisir tindak pidana korupsi adalah aspek-aspek pokok
dari tujuan pemidanaan, maka pidana penjara dikatakan efektif untuk menanggulangi tindak
pidana korupsi apabila dapat mencapai kedua aspek pokok tersebut yaitu aspek perlindungan
masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Analisis mengenai hal tersebut dijelaskan pada uraian
di bawah ini :
a. Efektivitas Pidana Penjara dalam meminimalisasi tindak pidana korupsi dilihat dari aspek
perlindungan masyarakat
Apabila ukuran efektivitas dititik beratkan pada aspek pokok yang pertama ini, yang lebih
menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila
15 Ibid
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pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Jadi kriteria
efektivitas dilihat dari seberapa jauh  frekuensi kejahatan  itu dapat ditekan,  baik secara
kuantitatif maupun secara kualitatif. Dilihat dari titik berat yang demikian, maka jumlah orang
yang  mengulangi lagi tindak pidananya (faktor residivis) dan berapa jumlah orang yang
menjadi baik bukan merupakan  indikator untuk menentukan efektivitas pidana. Yang dilihat
bukan masalah apakah pelaku itu menjadi baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi
yang lebih diutamakan adalah apakah pidana penjara itu dapat menekan atau mengurangi jumlah
keseluruhan dari tindak pidana itu atau  tidak. Jadi lebih menekankan pada aspek prevensi
general dari sanksi pidana, yaitu seberapa jauh pidana itu dalam mencegah orang lain untuk
tidak melakukan tindak pidana.16
Untuk  menggambarkan seberapa jauh efektivitas pidana penjara dalam konteks sebagai
sarana penanggulangan tindak pidana korupsi, maka penulis menyajikan data perkara korupsi
yang ditangani oleh pengadilan tindak pidana korupsi yaitu selama kurun waktu tahun  2003
jumlah perkara korupsi yang dilimpahkan ke pengadilan mencapai angka tertinggi, yaitu 574
perkara.17 Data pengadilan tindak pidana korupsi selama tahun 2011 menunjukan bahwa perkara
tindak pidana korupsi yang diterima pengadilan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia
berjumlah 872 perkara, sedangkan sisa tahun 2010 berjumlah 392 perkara, sehingga jumlah
yang ditangani selama tahun 2011 sebanyak 1264 perkara. Dari keseluruhan perkara yang
ditangani pengadilan tindak pidana korupsi selama tahun 2011 yang berhasil ditangani dan
16 Ibid, hlm 98.
17 MA Rachman, Hambatan, Tantangan dan Kendala Pemberantasan Korups di Kejaksaan; Makalah
disampaikan pada seminar “Aspek Pertanggungjawaban pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana
Korupsi diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI Tanggal 6-7 Mei 2004.
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diputus sebanyak 466 perkara, sedangkan sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah
798 perkara (63,13%).18
Secara kualitas banyak kasus korupsi besar yang telah ditangani seperti kasus mafia pajak
yang melibatkan Gayus Tambunan, kasus cek suap cek pelawat yang melibatkan banyak anggota
DPR dan mantan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, kasus suap Wisma Atlet
SEA Games Palembang yang melibatkan mantan pengurus partai Demokrat dan anggota DPR
Muhammad Nazarudin dan Angelina Patricia Pingkan Sondackh.
Akan tetapi meski banyak perkara korupsi besar banyak yang telah ditangani dan diputus
oleh pengadilan tindak pidana korupsi realitas putusan pengadilan perkara korupsi masih
didominasi oleh putusan pidana penjara dan denda yang relatif ringan. Penjatuhan pidana
penjara 1-2 tahun sebanyak 59%, pidana penjara 3-5 tahun sebanyak 20%, pidana penjara 6-10
tahun sebanyak 3% kurang dari 1 tahun sebesa 2% dan pidana bebas sebesar 17%. Mayoritas
pengadilan menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi hanya 1-2 tahun. Sedangkan
berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2011 dari 527 perkara korupsi
dikenakan denda Rp. 53.858.432.760.00 dan uang pengganti sebesar Rp.
427.723.017.600.00.127 apabila dirata-ratakan, maka masing-masing perkara dikenakan denda
sebesar 102.000.000.00.  selain itu dari tahun 2011 sampai 2013 jumlah narapidana tindak
pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan terns meningkat. Data di Lembaga Pemasyrakatan
Sukamiskin Bandung menunjukan bahwa pada tahun 2011 jumlah
terpidana korupsi  sebanyak 31 orang, pada tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 96
orang dan tahun 2013 semakin meningkat menjadi 309 orang.
Berdasarkan data di atas ada kesan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim
pada sidang yang terbuka untuk umum, sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap
18
www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-20l1.Pdf Diakses 1 September 2017
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menurunnya jumlah tindak pidana  korupsi. Kesan di atas diperkuat dengan data bahwa
penjatuhan pidana penjara 1-2 tahun yang mencapai 59% bagi para koruptor jelas tidak akan
mampu menjadikan pelaku tindak pidana korupsi jera sehingga tidak mengulangi lagi
perbuatannya dan tidak memiliki efek preventif bagi orang lain, demikian juga dengan pidana
denda yang dijatuhkan relatif ringan.
Makin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana korupsi yang masuk pada pengadilan
tindak pidana korupsi merupakan indikator dari tidak adanya pengaruh prevensi general dari
pidana penjara yang paling banyak dijatuhkan dalam praktek. Dari uraian diatas, dapat dikatakan
bahwa pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk meminimalisir tindak pidana korupsi
merupakan jenis pidana yang kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh penjatuhan pidana penjara
dalam praktek di pengadilan tindak pidana korupsi masih relatif ringan sehingga tidak
memberikan efek jera bagi pelaku dan prevensi general bagi orang lain. Akan tetapi terlalu
sederhana kiranya bila efektivitas pidana penjara dalam meminimalisasi tindak pidana korupsi
hanya diukur dari frekuensi tindak pidana korupsi itu sendiri, karena sebenarnya terlalu banyak
faktor yang menyebabkan naik turunnya tindak pidana korupsi. Dengan perkataan lain, apabila
naik turunnya frekuensi tindak pidana korupsi digunakan sebagai ukuran  untuk menentukan
efektivitas pidana penjara, maka hal demikian terlalu menyederhanakan hubungan antara naik
turunnya kejahatan dengan bekerjanya suatu sanksi pidana. Dari data yang dikemukakan di atas
memang dapat dibuktikan bahwa di satu  pihak hakim  paling banyak menjatuhkan pidana
penjara dan di lain pihak tindak pidana korupsi makin meningkat. Hanya sekedar itu sajalah
yang dapat diketahui secara pasti.
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Mengetahui pengaruh bekerjanya pidana  penjara dalam penanggulangan kejahatan
korupsi memang tidak mudah, karena seperti yang dikemukakan oleh J Andenaes, bekerjanya
hukum pidana
selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturnya. Ada saling pengaruh antara hukum
dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita. 19 Sehubungan
dengan adanya saling pengaruh ini Wolf   Middendorf menyatakan,   sangat   sulit   untuk
melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrence karena mekanisme pencegahan
(deterrence) itu  tidak diketahui, menurut Middendorf sarana• sarana kontrol sosial seperti
kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan, agama, mungkin dapat mencegah perilaku koruptif.
Sehubungan dengan hal ini, Donald R Taft dan Ralph menyatakan efektivitas hukum pidana
tidak dapat diukur secara akurat, malahan ditegaskan hukum hanya merupakan sarana kontrol
sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan  dan pencelaan kelompok,  penekanan dan
kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat-pendapat umum merupakan sarana-
sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa naik turunnya frekuensi tindak pidana
korupsi tidak dapat begitu saja digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektif tidaknya
pidana penjara. Akan tetap walaupun demikian, penulis berpendapat  bahwa hukum sebagai
sarana untuk mengontrol tindakan-tindakan manusia  khususnya para penguasa atau pejabat
publik yang memegang amanat untuk menjalankan  roda pemerintahan yang bertujuan untuk
kesejahteraan rakyat harus dikontrol dengan hukum yang baik dan konsisten dalam
pemberantasan korupsi. Faktor kultur/kebiasaan, agama, dan lainya merupakan faktor yang
cukup penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Namun hal yang tidak bisa diabaikan
19 Ibid, hlm 100.
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adalah bagaimana sistem hukum itu dibangun dan mampu bekerja secara optimal dalam
melakukan pemberantasan korupsi.
b. Efektivitas Pidana Penjara dalam meminimalisasi tindak pidana korupsi dilihat dari aspek
perbaikan pelaku
Apabila ukuran efektivitas  pidana dilihat  dari aspek pokok yang kedua ini, yang lebih
menitikberatkan pada perbaikan pelaku, maka suatu pidana efektif apabila pidana itu sebanyak
mungkin dapat merubah pelaku menjadi orang yang baik. Jadi criteria efektivitas dilihat dari
aspek prevensi spesialnya. Dalam hal demikian, menjadi penting perbandingan antara jumlah
orang yang mengulangi Iagi perbuatannya dengan jumlah orang yang tidak mengulangi lagi,
Jadi ada tidaknya residivis merupakan indikator yang menonjol untuk mengukur efektivitas
pidana. Untuk menggambarkan persoalan residivis pelaku tindak pidana korupsi hal ini sulit
dilakukan di Indonesia karena tidak mudah memperoleh data residivis korupsi yang lengkap.
Dalam laporan Kemenkumham Kanwil Jawa Barat diperoleh data bahwa 80% dari narapidana
korupsi yang diteliti banyak mengalami perubahan atau perbaikan, sedangkan dari petugas
Lembaga yang menyatakan demikian berjumlah 70%.20
Walaupun data di atas menunjukan hasil positif namun belum memuaskan. Hal demikian
dikarenakan  jawaban mereka lebih bersifat subyektif terutama jawaban dari narapidana dan
petugas. Disamping itu perubahan sikap para narapidana korupsi sebenarnya tidak dapat
ditentukan  berdasarkan pengamatan pada saat mereka berada di dalam lembaga. Perubahan
sikap merupakan suatu proses yang harus juga dilihat dalam kenyataan setelah mereka berada
di tengah-tengah masyarakat kembali.
Pada umumnya untuk menentukan ada tidaknya pengaruh perubahan sikap itu dilihat dari
suatu periode tertentu setelah mereka selesai menjalani masa pidananya. Sering pula proses
20 Laporan tahunan Kemenkumham Kanwil Jabar tahun 2017.
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perubahan sikap dihubungkan dengan lamanya proses pembinaan selama terpidana berada
dalam lembaga. Masalah efektivitas sesungguhnya berhubungan dengan masalah berfungsinya
atau bekerjanya sanksi pidana. Oleh karena itu, mungkin lebih  patut dipertimbangkan pada
tahap penerapan pidana daripada dalam tahap penetapan pidana. Disamping itu, berdasarkan
hasil pengamatan beberapa penelitian dan pendapat para sarjana, efektivitas pidana tidak dapat
diberlakukan secara umum, tetapi lebih bersifat khusus yaitu berhubungan erat dengan
karakteristik tertentu dari tindak pidana maupun pelaku.21
Sebagai sebuah kejahatan korupsi mempunyai sifat-sifat yang khusus dibandingkan
dengan tindak pidana lainnya baik dari sudut modus operandi, pelaku maupun korban. Apabila
memperhatikan modus operandi dan pelaku tindak pidana korupsi kejahatan korupsi bisa
dikategorikan sebagai kejahatan white collar crime dalam kategori jabatan (occupational
crime), yang biasa dilakukan oleh pejabat, birokrat tanpa kekerasan, dan diikuti dengan
kecurangan, penyesatan, penyembunyian, manipulasi, pengelakan terhadap peraturan. 22
Melihat pelaku tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki status ekonomi, sosial
dan pendidikan yang   tinggi maka proses pembinaan yang disamaratakan antara pelaku
kejahatan biasa (blue collar crime) dengan kejahatan luar biasa (white collar crime) di dalam
lembaga pemasyarakatan tidak akan berjalan baik, karena para  koruptor dapat menguasai
lembaga pemasyarakatan dengan uang yang mereka miliki.
Fakta yang pernah terjadi adalah pada tahun 2010 satuan tugas pemberantasan mafia
hukum menemukan pemberian sejumlah fasilitas mewah terhadap para napi di Rumah
Tahanan Wanita Pondok Bambu, saat tidak salah satu ruang tahanan Artalyta Suryani, dalam
ruangannya petugas menemukan Artalyta berada dalam kamar berukuran besar di lantai tiga
21 Barda Nawawi, Op. Cit, hlm 108.
22 Edi Setiadi, Op. Cit, hlm 77.
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yang  terpisah dengan  tahanan lain. Petugas mendapati terpidana kasus suap jaksa Urip Tri
Gunawan itu sedang mendapat perawatan laser kosmetik oleh dokter khusus, ruangan tersebut
dilengkapi dengan TV, AC, sofa untuk tidur, ruang tamu dan peralatan mewah lainnya.23
Kondisi demikian, memberi kesan bahwa penjatuhan pidana penjara pada pelaku tindak pidana
korupsi tidak memberikan pengaruh bagi sikap dan perilaku para koruptor, mereka justru
membeli ruangan dan fasilitas mewah untuk menunjang  kebutuhan mereka ketika berada
dalam lembaga.
Hal ini terjadi karena para  koruptor ketika mereka mendapat sanksi pidana penjara,
mereka masih memiliki kekayaan yang   masih bisa mereka gunakan untuk menunjang
keinginan-keinginan mereka pada saat  mereka menjalani pidana penjara. Oleh sebab itu,
dapatlah disimpulkan bahwa efektivitas pidana penjara bagi para pelaku tindak pidana korupsi
belum efektif karena proses pembinaan yang disamakan dengan pelaku kejahatan biasa lainnya
dan mereka masih memiliki kekayaan yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi keinginan
mereka termasuk membeli fasilitas mewah dalam lembaga.
Kondisi ini  menimbulkan kesenjangan antara narapidana korupsi  dengan narapidana
kejahatan biasa, sehingga  tidak memberikan special deterrence atau aspek perbaikan bagi
pelaku  tindak pidana korupsi. Di dalam lembaga seharusnya pelaku menjalani serangkaian
pembinaan yang dapat mendorongnya untuk menyadari kesalahannya dan  tidak mengulangi
perbuatannya, akan tetapi dengan kekayaan yang dimilikinya aspek perbaikan pelaku dari
pidana penjara menjadi tidak tercapai.
2. Jenis Pidana yang Dapat Diterapkan Dalam Menimimalisasi Tindak Pidana Korupsi
Saat ini korupsi telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah, banyak dikemukakan
oleh pakar/pengamat ekonomi dan politik serta tokoh masyarakat baik melalui media massa
23 http://id.news.yahoo.com.satgas-temukan-fasilitas-mewah.html.diakses tgl 1 september 2017.
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maupun forum-forum lainnya. Diantaranya dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi
penyakit yang kronis dan sulit disembuhkan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa korupsi di
Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan
Negara dan bukan dikatakan bahwa pemerintah justru akan hancur apabila korupsi diberantas.24
Hal ini disebutkan karena daya tahan struktur unsure pemerintahan yang di dalamnya banyak
mengandung unsur-unsur korupsi sehingga apabila dilakukan pemberantasan korupsi akan
merusak arus penyaluran dana itu. Karenanya struktur pemerintahan yang dibangun dengan latar
belakang korupsi akan menjadi struktur yang korup dan akan hancur manakala korupsi tersebut
dihilangkan.
Berbagai kenyataan dan pendapat yang disampaikan di atas adanya suatu fenomena
dan permasalahan korupsi yang harus dicarikan solusinya. Penulis berpendapat bahwa
persoalan korupsi harus ditanggulangi dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satunya adalah
dengan cara pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi. Ada empat alasan mengapa kajian
mengenai pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi penting dilakukan dari perspektif analisis
ekonomi atas hukum pidana dan hukum progresif yaitu :
Pertama, fakta yang tidak bisa dibantah adalah bahwa kuantitas dan kualitas perkara
korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tindak pidana korupsi  sudah meluas
dalam masyarakat, baik dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun
kualitas tindak pidana yang  dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Kedua, relias putusan pengadilan perkara korupsi masih didominasi oleh putusan pidana
penjara dan denda yang relatif sangat ringan. Banyak pelaku tindak pidana korupsi baik dari
kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dijatuhi pidana penjara hanya 1-4 tahun dan denda
24 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 1999, hlm 24.
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berkisar seratus sampai dua ratus lima puluh juta. Penjatuhan pidana yang sedemikian ringan
tidak akan memberikan efek jera dan tidak akan memiliki efek preventif bagi orang lain.
Ketiga, paradigma penanggulangan tindak pidana korupsi dalam United Nation
Convention Against Corruption (UNCAC) sudah berubah, yakni dari pemidanaan  pelaku
menuju ke perampasan aset. Artinya, yang paling penting  bagaimana pelaku tidak hanya
dijatuhi pidana yang berat tetapi juga pengembalian uang negara. Namun demikian, perubahan
paradigma tersebut tidak diikuti  dan direspon secara positif oleh putusan pengadilan perkara
korupsi yang terbukti masih didominasi oleh pidana penjara yang relatif ringan. Salah satu
alasan mengapa kondisi tersebut terjadi adalah karena aparat penegak hukum terutama hakim
hanya berpegang pada bunyi teks peraturan perundang-undangan secara eksplisit dan tidak
berupaya mencari makna atau menafsirkan aturan hukum itu secara progresif.25
Keempat, pelaku tindak pidana korupsi (great corruption) lebih didasarkan pada motif
ekonomi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara apalagi yang sangat ringan tidak akan
mampu memberikan efek jera pada seorang koruptor. Hal ini karena kalkulasi untung rugi
akan menjadi motivasi utama seseorang ketika ingin melakukan tindak pidana korupsi.
Sekalipun ancaman pidana penjara dalam undang-undang pemberantasan   tindak pidana
korupsi sangat berat karena ada bentuk pidana penjara seumur hidup, tetap saja undang-undang
tindak pidana korupsi pada dasarnya belum mencerminkan pemiskinan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi.26 Terdapat dua alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, motivasi pelaku tindak
pidana korupsi lebih didasarkan pada  motif ekonomis, dalam arti kalkulasi untung rugi
menjadi dasar  seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, relitas penjatuhan pidana
penjara dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi mayoritas tidak sesuai dengan
25 Syamsudin, Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi, Jurnal Media Hukum,
Vol 15. No 2, 2008, hlm 201.
26 Mahrus Ali (Ed). Membumikan Hukum  Progresif, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 95.
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ancaman  pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi karena kebanyakan pelakunya
dijatuhi pidana ringan, yakni antara 1-4 tahun penjara. Jika pelaku tindak pidana korupsi
dijatuhi pidana penjara sesingkat itu, hal ini belum dapat pelaku korupsi dimiskinkan pidana
penjara yang ringan lebih cocok untuk tindak pidana konvensional yang motivasi ketika
melakukan kejahatan lebih pada pemenuhan kebutuhan hidup (corruption by need). Berbeda
halnya dengan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi   sebagai lifestyle atau
didasarkan pada kalkulasi untung rugi, pidana penjara yang ringan tidak akan mampu membuat
jera.
Selain tidak tercerminnya konsep pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi dalam
pengaturan pidana penjara, ancaman pidana denda dalam undang-undang tindak pidana korupsi
juga tidak mencerminkan pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi, karena nominalnya rendah,
maksimal
pelaku hanya dikenai denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak sebesar 1 milyar.27 Berarti
pelaku korupsi tetap kaya dan dapat menggunakan uang hasil tindak pidana korupsinya untuk
menyuap penegak hukum dan untuk hal-hal lain. Apabila biaya penegakan hukum dan jumlah
harta yang dikorupsi lebih besar dari satu milyar akan tidak efektif diterapkan bagi  pelaku
tindak pidana korupsi. Sedangkan kerugian negara lebih besar dibanding denda yang dikenai.
Dalam hal ini pelaku masih memiliki keuntungan yang besar dari tindak pidana yang
dilakukannya.
Kondisi tersebut ditambah dengan tidak adanya aturan pelaksanaan pidana  denda.
Undang-undang tindak pidana korupsi tidak mengatur bila denda yang telah dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu atau tidak mau dibayar oleh pelaku. Karena tidak
27 Lihat Perumusan Sanksi Pidana Denda Dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo Undang•un dang No 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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ada pengaturan tersebut, maka dengan sendirinya yang berlaku adalah Pasal 30 ayat (2) KUHP
yang menyatakan bahwa  jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan.28
Lamanya  pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
Dengan pengaturan yang demikian, pelaku tindak pidana korupsi akan memilih menjalani
pidana kurungan maksimal 6 bulan dari pada harus membayar denda sebesar 1 milyar.
Harus diakui bahwa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi mencerminkan pemiskinan
pelaku tindak pidana korupsi, tetapi dalam undang-undang  pemberantasan tindak pidana
korupsi kedudukannya hanya sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18
Undang-undang   No 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 tahun 2001   tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka hal demikian masih memerlukan syarat yaitu
penjatuhan tidak bersifat otomatis tetapi harus  berbarengan dengan pidana pokok seperti
pidana mati berbarengan dengan perampasan aset atau pidana denda berbarengan dengan
perampasan aset. Dengan demikian, aturan pidana tambahan dalam undang-undang  korupsi
juga tidak mencerminkan pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi.
Konsep pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini harus dikaji selain dari
aspek hukum pidana juga  perlu dikaji dengan pandangan secara ekonomi. Dalam analisis
ekonomi atas hukum pidana tentang pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi bahwa pelaku
tindak  pidana korupsi selain perlu dijatuhi sanksi pidana penjara yang berat sebagai suatu
imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk memperbaiki diri.
Bentuk pidana yang sesuai dengan prinsip dalam analisis ekonomi atas hukum pidana adalah
denda (fine). Denda merupakan pidana yang efisien karena penjatuhannya tidak  memerlukan
biaya apapun, hanya berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang
kepada negara. Negara sendiri tidak perlu mengeluarkan uang atau biaya apapun ketika
28 Lihat Ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP
25
menjatuhkan sanksi pidana denda.29 Namun demikian, ancaman pidana denda terhadap pelaku
tindak pidana korupsi adalah  dengan tidak menyebut jumlah nominal denda yang harus
dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi tapi cukup dengan mengkalilipatkan pidana denda
sesuai dengan keuntungan yang diperoleh pelaku, yakni minimal 2  (dua) kalilipat dan
maksimal 4 (empat)  kalilipat. Semakin banyak keuntungan pelaku yang diperoleh/dihasilkan
dari tindak pidana  maka  semakin tinggi denda yang harus dibayar. Asumsinya, gradasi
hukuman melebihi gradasi tindak pidana.30 Misalnya, jika kerugian negara yang ditimbulkan
oleh pelaku dan biaya penegakan hukum sebesar Rp.10.000.000.000,- maka pidana denda
yang dijatuhkan kepada pelaku minimal 2 (dua) kali lipat dan maksimal 4 (empat) kali lipat,
yakni antara Rp. 20.000.000.000,- sampai Rp.40.000.000.000,-
Persoalan yang muncul adalah bagaimana menghitung kerugian negara dalam perkara
korupsi, Cara menghitung kerugian negara dalam analisis ekonomi atas hukum pidana, biaya
(cost) yang harus dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi antara lain :31
1. Biaya sosial
2. Biaya penegakan hukum
3. Biaya actual yang diperoleh secara langsung oleh pelaku
4. Biaya yang dialami oleh korban (masyarakat)atas terjadinya tindak pidana korupsi
5. Biaya potensial yang kemungkinan diperoleh Negara jika uang tertentu tidak dikorupsi
Berdasarkan analisis ekonomi atas hukum pidana, mensejahterakan sosial (penjatuhan
pidana denda) dapat ditempuh dengan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh
pelaku dari melakukan perbuatan yang dilarang, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh




perbuatan itu dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum.32 Kerugian
akibat tindak pidana ini meliputi kerugian sosial yang ditimbulkan,   biaya yang harus
dikeluarkan oleh korban potensial untuk melakukan  pencegahan agar tidak menjadi korban,
sementara biaya penegakan hukum pidana meliputi biaya pencegahan, pengungkapan,
penangkapan, dan penjatuhan sanksi pidana. Semua itu harus diukur  dan dibandingkan
dengan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana.
Selain itu, bila denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi, maka diberlakukan
perampasan aset pelaku. Tujuannya adalah untuk mengembalikan  kerugian keuangan negara
yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah agar pelaku tindak pidana
korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana   untuk
melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku
tindak pidana korupsi.   Dengan formulasi seperti ini, maka tidak perlu lagi pembayaran uang
pengganti yang  merupakan pidana tambahan karena pidana tambahan harus berbarengan
dengan pidana pokok dan pidana tambahan hanya bersifat fakultatif, jadi  tergantung hakim
harus atau tidak perlunya menjatuhkan pidana uang pengganti.
Bila undang-undang tindak pidana korupsi hendak mengatur juga keberadaan pidana
tambahan seperti pembayaran uang pengganti, maka perlu diatur ketentuan bahwa pidana
tambahan  tersebut juga dapat dijatuhkan tanpa perlu dikombinasikan dengan pidana pokok.
Penjatuhan pidana
tambahan dalam undang-undang pemberantasan korupsi tidak mengikuti ketentuan pidana
tambahan dalam KUHP yang penjatuhannya harus berbarengan dengan dengan pidana pokok.
Dengan formulasi seperti ini, hakim bisa saja menjatuhkan pidana tambahan tanpa
berbarengan dengan pidana pokok.
32 Ibid
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B. Penegakan Hukum yang Seyogyanya Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Korupsi
Seperti yang telah  diingatkan dalam media masa, korupsi merupakan salah satu dari
sekian banyak tantangan besar yang harus dihadapi pada zaman sekarang ini karena tidak
ada jalan pintas, dan tidak ada jawaban yang mudah untuk menyelesaikan suatu tindak pidana
korupsi. Tindak pidana korupsi pada tingkat tertentu, akan selalu dihadapi, disadari atau tidak
bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya mengancam pada stabilitas politik, atau pun
perekonomian suatu bangsa saja, tetapi tindak pidana korupsi dapat menjadi zombi ganas yang
selalu menghisap setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan menghambat proses
pembangunan bangsa. Disamping   itu, tindak pidana korupsi akan membentuk kondisi
kemiskinan yang semakin parah, yang mengancam jutaan orang di seluruh negara. Sehingga
jika   tetap dibiarkan menjangkit maka tindak pidana   korupsi akan menciptakan suatu
pemerintahan yang irasional yang didorong oleh keserakahan individu atau kelompok, bukan
oleh tekad memenuhi kebutuhan rakyat.33
Label korupsi tidak semata-mata diperuntukan  bagi pegawai negeri, anggota parlemen
pusat maupun daerah, atau  pejabat dan fungsi yudikatif atau konglomerat dan badan usaha
swasta, namun juga dapat ditempatkan pada semua lembaga dan anggota masyarakat dengan
pekerjaan tertentu, yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan erat dengan
kepentingan  publik. Itu  sebabnya muncul paham bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi
budaya, terbukti ketika berbicara korupsi di Indonesia dengan mendalilkan bahwa korupsi itu
biasa atau bahkan tanpa
33 Yesmil Anwar, Op. Cit, hlm 269
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disadari pun  berada dalam lubang yang sama. Oleh karena itu, nyaris di semua sektor dan
lapisan masyarakat terjamah oleh korupsi.34
Masalah penyelesaian tindak pidana korupsi, tidak lepas dari peran dan fungsi pilar-
pilar kelembagaan negara, misalnya legislatif, eksekutif, sistem peradilan yang independen,
auditor negara, Ombudsman, organisasi anti korupsi independen, media yang independen,
masyarakat sipil dan sektor perusahaan swasta, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Permasalahan korupsi di Indonesia ini terdengar melalui berbagai media masa, praktek atau
kegiatan korupsi akan mudah dicerna. Peran korupsi di sini layaknya sebagai pemeran utama,
pemeran yang selalu meraih rating tertinggi. Oleh karena itu, tidak heran lagi bila berbagai
lembaga rating kaliber dunia yang berkaitan dengan korupsi menempatkan Indonesia ke dalam
peringkat teratas di Asia atau sekurang- kurangnya ke dalam kelompok besar negara terkorup
di dunia.35 Hal itu disebabkan karena korupsi selalu menjadi pemberitaan yang melampaui arti
korupsi itu sendiri. Penayangan atau  pemberitaan korupsi akan menjadi sebuah simulacrum,
yakni sebuah duplikasi dari duplikasi yang aslinya menjadi kabur.36 Begitu tontonan korupsi
atau  pemberitaan tentang korupsi digeneralisir melampaui batas-batasnya, segala sesuatunya
menjelma menjadi tontonan-tontonan belaka. Korupsi bukan lagi serangkaian huruf akan tetapi
telah melampaui tanda-tanda huruf itu sendiri.
Praktik korupsi yang menggurita kronis di Indonesia, tidak lagi disadari sebagai kondisi
abnormalitas, melainkan hanya dihayati sebagai kehormatan sehari-hari. Praktek  korupsi itu
sedikit demi sedikit, namun terus menerus meresapkan berbagai anomali (kelainan) yang dapat
disadari oleh seluruh warga Indonesia. Jika kita lacak ke belakang, fenomena mengguritanya
34 Jeremy Pompe, Strategi Memberantas Korupsi, Transparancy Internasional Indonesia dan Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta 2003, hlm 6.
35 IGede Sadguna, Peranan PPATK Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Good Corporate Sektor Keuangan,
Jurnal Ilmu Hukum Bisnis, Vol 24, No 3 tahun 2005, hlm 16.
36 Yesmil Anwar, Op. Cit, hlm 271 ..
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korupsi di Indonesia bermula dari perilaku bangsa kolonial yang amat lama menjajah bangsa
Indonesia. Kita
lihat pada masa kolonialisme  para  penjajah dengan politik devide et impera (politik adu
domba), pembayaran pajak/upeti yang bertujuan untuk memperkaya pejabat.
Fenomena  selanjutnya yang ada dalam masyarakat Indonesia, mengisyaratkan bahwa
persoalan korupsi sudah bersifat endemik, ia bekerja secara sistematik. 37 Menggerogoti
birokrasi kekuasaan dan kehancuran kepercayaan publik kepada pemerintah. Dengan kata lain,
korupsi merupakan kasus yang sangat terencana, rapi dan pelakunya adalah orang-orang
terpelajar, seperti oleh kepala daerah, anggota DPRD, orang-orang yang  profesional serta
orang-orang yang menduduki jabatan di berbagai sektor.
Persoalan utama yang muncul kemudian setelah fenomena korupsi itu berlanjut adalah betapa
sulitnya melakukan penanggulangan korupsi. Bagi koruptor besar sudah disediakan celah-celah
untuk lolos, termasuk bila harus meniti jalan hukum. Para koruptor dengan pandainya
menghindari jeratan hukum dengan  jalan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada
dalam sistem hukum itu sendiri. Lebih canggih lagi, ada yang  dari awal membuat desain
untuk menjadikan hukum sebagai alat untuk membenarkan korupsi yang dilakukan. Tatkala
hukum telah dijadikan alat untuk melakukan kejahatan (law as a tool of crime) koruptor yang
paling besar sekalipun tidak mungkin dinyatakan bersalah karena tindakannya tidak ada yang
menyalahi hukum.
Dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini, selalu memperlihatkan
bahwa penegak hukum telah berani dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran dalam
37 Korupsi dikatakan bekerja sistematik karena korupsi biasanya tidak hanya mencari keuntungan materil, tetapi
banyak motif dalam melakukan kejahatan korupsi salah satunya adalah karena adanya kepentingan-kepentingan
politik, makin tinggi kepentingan yang hendak dicapai maka korupsi yang dilakukan akan semakin kompleks dan
dilakuansecara terencana dan sistematis.
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memberantas korupsi, Akan tetapi kenyataannya yang tampak tidaklah demikian, ia seringkali
penegak hukum moral dan etikanya terkalahkan oleh prosedur. Ketika melihat korupsi adalah
sebuah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) maka yang dibutuhkan di negeri ini
untuk memberantasnya adalah cara•cara yang luar biasa juga. Menurut Satjipto Rahardjo
pemberantasan dengan cara luar  biasa ini tidaklah berarti tradisional dan konvensional akan
tetapi terbuka untuk
bertindak lebih progresif dan berani melakukan pembebasan. Artinya tidak harus terbelenggu
oleh aturan-aturan dalam setiap bunyi pasal sebuah undang-undang.
Realitas pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukan betapa lemahnya hukum dalam
menjerat para koruptor. Tidak bisa dipungkiri lagi, banyaknya kasus korupsi yang akhirnya
divonis bebas maupun ringan dapat terjadi karena rendahnya kualitas dan minimnya moral dari
aparatur hukum, bahkan ada indikasi untuk menentukan berat ringannya hukuman dalam kasus
korupsi. Ada semacam kerjasama antara penegak hukum untuk menentukan berat ringannya atau
bebasnya pelaku tindak pidana korupsi sehingga korupsi sudah menggerogoti dan membelenggu
hampir seluruh instansi penegak hukum. Mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk
menjatuhkan pidana pada koruptor malahan menjadi pihak yang tercemar karena terlibat
korupsi.38
Namun tidak diharapkan dalam era reformasi hukum ini  penegakan hukum tindak
pidana korupsi masih tetap seperti dahulu, yang diharapkan suasana penegakan korupsi tidak
lagi bersifat koruptif akan tetapi lebih bersifat kondusif  dalam kinerja pemberantasannya.
Dengan demikian,   usaha-usaha yang serius dan komperhensif harus dilakukan untuk
memberantas korupsi di Indonesia. Reformasi administrasi secara menyeluruh dalam  bentuk
privatisasi, deregulasi, dan desentralisasi merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan.
38 Yesmil Anwar, Op. Cit, hlm 277.
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Untuk itu perlu adanya komitmen dan nilai-nilai masyarakat yang menganggap korupsi sebagai
tindakan yang amat tercela. Oleh sebab itu, program pemberdayaan dan penyadaran masyarakat
akan bahaya korupsi sudah seyogyanya dilakukan di Indonesia.
Kendala utama penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah lemahnya penerapan
hukum sebagai implikasi dari rendahnya integritas moral penegak hukum yang tidak konsisten
dengan kaidah komitmen pemberantasan  korupsi. Dalam praktik  penegakan  hukum terhadap
korupsi, sering kali justru  hasilnya melawan rasa keadilan masyarakat yang dalam evaluasi
radikal yang dapat dicermati adanya gerakan mafia hukum dalam bentuk makelar kasus
(markus) atau jual beli perkara dapat menjadi kenyataan hukum dan mempengaruhi moralitas
penegak hukum dalam memberantas korupsi yang menimbulkan kontroversi. Seorang pencuri
ayam yang mencoba melarikan diri sampai dianiaya oleh masyarakat bahkan tertembak mati
oleh petugas atau  penjabat kecil-kecilan yang merugikan masyarakat hanya dalam jumlah
puluhan atau ratusan ribu rupiah saja karena terlibat penggelapan uang, dihukum dengan tegas,
teraniaya bahkan korban jiwa, sementara itu pelaku kasus korupsi yang didampingi pengacara
dan makelar kasus yang merugikan keuangan negara dalam jumlah milyaran rupiah bahkan
triliunan rupiah lebih banyak mendapat hukuman yang ringan atau bebas dari jeratan hukum.
Pelaku korupsi tersebut seharusnya dihukum dengan hukuman yang lebih berat dari hanya
sekedar pencuri ayam dengan memanfaatkan kelemahan penegak hukum dan moralitas para
pejabat maka pelaku korupsi bisa luput dari sanksi hukum yang ringan sekalipun.39
Reformasi yang digulirkan di Indonesia yang mengagendakan salah satu fokus utama
adalah penegakan supremasi hukum yang di dalamnya  memuat agenda penegakan hukum
tehadap tindak pidana korupsi, ternyata hingga sepuluh tahun lebih era reformasi belum
39 IGM Nurdjana, Sistem HukumPidana dan Bahaya Laten KorupsiPerspektif Tegaknya Keadilan
Melawan Mafia Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 118-119.
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menemui hasil yang menggembirakan. Terutama jika melihat tren perkembangan korupsi yang
tidak hanya sulit diberantas, akan tetapi relatif lebih cenderung meningkat. Sistem hukum yang
ada seolah tidak mampu membendung perkembangan korupsi.40
Ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi,
seharusnya tidak semata-mata diletakan pada   keberhasilan   mengadili atau memasukan
sebanyak mungkin koruptor ke dalam penjara, melainkan seharusnya dipandang dari  sistem
hukum secara komperhensif, yaitu sejauh mana pembangunan sistem hukum yang tidak korup.
Karena  tanpa perubahan sistemik maka penegakan hukum terhadap tindak pidana  korupsi
hanya memproduksi koruptor-koruptor baru. Karenanya, terbangunnya sistem yang transparan
dan demokratis akan berdampak besar pada upaya
membatasi peluang para koruptor yang memegang kekuasaan untuk menyalahgunakan
kekuasaannya di kemudian hari.41
Mengacu pada batasan sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence Freidman bahwa
sistem  haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan reevaluasi, reposisi,
dana pembaharuan terhadap subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Keterpaduan (integrated) dari  sistem hukum tersebut seyogyanya dilakukan secara simultan,
integral dan pararel. Systemic   approach ini dapat dijadikan bahan untuk memecahkan
persoalan hukum (legal issue) atau penyelesaian hukum (legal solution) maupun pendapat
hukum (legal opinion) termasuk pemasalahan korupsi yaitu :
1. Subtansi hukum (legal subtance)
Subtansi hukum menyangkut pembaharuan terhadap berbagai peraturan dari ketentuan
normatif (legal reform), pola, serta kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem
40 Ibid, hlm 116.
41 Ibid, hlm 17.
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hukum tersebut. Pembaharuan terhadap subtansi hukum mengarah pada pendekatan
kemasyarakatan. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan suatu
extra ordinary measure (prosedur yang luar biasa). Undang-undang semacam ini sangat
diperlukan sebagai penunjang dalam penegakan hukum tindak  pidana korupsi. Sanksi yang
berat dan tegas diperlukan dalam undang-undang tersebut mengingat kehendak penegak hukum
di Indonesia sangat bergantung pada peraturan hukum dan sistem peradilan pidana
(kepolisian, kejaksaan, KPK, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).42
Revisi terhadap undang-undang pemberantasan korupsi perlu dilakukan mengingat rumusan
sanksi pidana penjara minimum masih sangat ringan dan sanksi pidana denda yang
dicantumkan dalam undang-undang tersebut hanya minimal lima puluh juta rupiah dan maksimal
satu milyar rupiah sedangkan para koruptor ketika melakukan penyalahgunaan kekuasaan telah
merugikan keuangan Negara milyaran hingga triliyunan rupiah. Hal ini perburuk dengan
banyaknya para hakim di
pengadilan tipikor yang menjatuhkan  sanksi pidana  penjara  di bawah ancaman  minimum.
Praktek penegakan semacam ini tidak akan memberikan pengaruh dan efek jera bagi para
koruptor.
2. Struktur hukum (legal structure)
Perbaikan kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan sehingga
terdapat    minimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Birokrasi struktur peradilan
menimbulkan mafia peradilan yang telah  menjadi polemik yang selalu  tidak terpecahkan.
Sistem peradilan pidana yang merupakan salah satu unsur dari sistem hukum pidana (dalam
hal ini adalah unsur struktur hukum), mempunyai banyak kelemahan sehingga dibentuklah
KPK yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu dan membenahi struktur hukum dalam
42 Ibid, hlm 375.
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pemberantasan korupsi.  Akan tetapi eksistensi KPK hanya terpusat di ibu kota dan hanya
menangani  kasus•kasus yang tergolong kelas kakap, ternyata belum mampu memenuhi
harapan masyarakat dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kelemahan
lain dari KPK adalah hanya memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,
sedangkan peradilannya belum terintegrasi dengan sistem penegakan hukum melalui KPK.
Sementara itu, salah satu kelemahan sistem peradilan pidana selama ini adalah belum adanya
harmonisasi dan  sinergitas yang integrated antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana
(penyidik, jaksa, hakim dan lembaga  pemasyarakatan serta advokat), sehingga penegakan
hukum terhadap  tindak pidana korupsi belum maksimal memberikan rasa keadilan kepada
masyarakat.43
Upaya maksimal  dari penyidik atau penuntut umum untuk melakukan upaya penegakan
hukum terhadap korupsi, jika pada endingnya divonis bebas atau lebih ringan dari tuntutan
maka tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi bahkan kepada pihak lain untuk
melakukan kejahatan  korupsi. Sebaliknya, perubahan (reformasi) di tubuh Mahkamah Agung
dalam hal ini komitmen para hakim untuk memberantas korupsi jika perkara yang disajikan
oleh pihak penyidik dan jaksa tidak maksimal dan dengan tuntutan yang rendah akan menjadi
dasar bagi hakim memutuskan perkara korupsi tersebut.
Penegakan hukum yang  seyogyanya dilakukan dalam konteks pemberantasan tindak
pidana korupsi harus dimulai dengan merubah cara pandang penegak hukum khususnya
hakim ketika ingin menjatuhkan pidana kepada pelaku  tindak pidana korupsi. Hakim harus
tidak terkungkung dengan Pasal dengan cara misalnya menerobos tekstualitas pasal-pasal yang
mengatur ketentuan pidana dalam undang-undang korupsi. Hakim bisa saja menerapkan
prinsip-prinsip analisis ekonomi atas hukum pidana di atas sebagai dasar untuk menjatuhkan
43 Ibid, hlm 376-378.
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pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi, seperti penjatuhan denda dengan cara
mengkalilipatkan kerugian negara minimal 2 (dua) kali lipat dan maksimal 4  (empat) kali
lipat. Dengan menjatuhkan pidana tersebut maka akan melemahkan asumsi dalam pencapaian
kepuasan   manusia secara rasional akan berusaha mencapai kepuasan maksimum bagi
dirinya. 44
Hakim harus keluar dari belenggu teks pasal-pasal dengan tidak menjatuhkan pidana
penjara minimum yang dirumuskan dengan sangat ringan dalam undang-undang korupsi. Harus
diakui  bahwa kebanyakan  hakim menjatuhkan pidana penjara pada pelaku tindak pidana
korupsi dan pidana penjara tersebut masih merupakan sanksi primadona. Hampir bisa
dipastikan bahwa setiap putusan selalu  menempatkan pidana penjara sebagai garda terdepan
dalam upaya mewujudkan tujuan pemidanaan. Akan tetapi putusan pidana penjara yang
dijatuhkan hanya 1-4 tahun. Dengan berfikir dan berhukum secara progresif hakim bisa saja
menjatuhkan pidana pidana penjara dan denda yang cukup besar pada pelaku sehingga tujuan
yang ingin dicapai bukan sekedar memasukan pelaku dalam penjara tetapi juga beriorientasi
pada pengembalian kerugian negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, kesamaan dan kesatuan visi dan misi, komitmen dan harmonisasi serta
sinergitas kinerja sub sistem dalam sistem peradilan pidana ini menjadi persyaratan utama
efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Idealnya, sistem
peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi ini terintegritas secara komperhensif dalam
suatu sistem seperti KPK.
Eksistensi lembaga atau institusi penegak hukum terhadap tindak pidana yang integrated
tersebut, akan berjalan efektif jika didukung oleh komitmen yang kuat dari political will
pemerintah bahkan semua stakeholders termasuk masyarakat secara keseluruhan. Lembaga ini
44 Mahrus Ali, Op. Cit, hlm 100.
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(KPK) juga perlu dibentuk pada tiap provinsi bahkan hingga ke daerah, sehingga perang
terhadap tindak pidana korupsi dilakukan secara serentak dan tidak memberikan ruang kepada
pelaku korupsi dari pusat hingga ke daerah.45
3. Budaya hukum (legal cultur)
Budaya hukum merupakan aspek yang segnifikan dan melihat bagaimana masyarakat
menganggap ketentuan sebagai civic minded sehingga akan selalu taat dan sadar pentingnya
hukum sebagai  suatu regulasi umum. Peranan penegak hukum dalam menegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi sangat  dipengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas
dengan pemahaman budaya hukum atas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu
sendiri. Factor iman dan lingkungan akan mempengaruhi integritas pejabat penegak hukum.
Dalam rangka penegakan  hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka penegak hukum
harus memberikan dukungan peningkatan moral dan etika penegak hukum. Selain itu adanya
sistem perbaikan rekrutmen para calon penegak hukum terutama penegak hukum tindak pidana
korupsi harus bebas dari KKN melalui sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta
melalui kurikulum peningkatan kesadaran beretika.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran kebijakan kriminal (criminal policy)
melalui  pendekatan non penal sangat berperan penting yaitu, dengan meningkatkan langkah-
langkah kampanye anti korupsi dan sebagainya yang sifatnya memberikan edukasi dan
sosialisasi anti
korupsi serta peningkatan moral dan etika. Kampanye semacam ini sangat diperlukan dengan
pendekatan antara masyarakat,  pers sebagai social power dan institusi kenegaraan. Hal ini
mengingat korupsi di Indonesia tidak lagi dapat dikatakan sebagai persoalan eksekutif saja,
melainkan sudah terkontaminasi pada semua institusi kenegaraan lainnya baik legislatif,
45 Ibid.
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yudikatif, lembaga non pemerintah maupun  lembaga kenegaraan lainnya serta semua lapisan
masyarakat.46
Akseptabilitas masyarakat terhadap  nilai-nilai anti korupsi sebagai  bentuk budaya baru
juga ikut mempengaruhi perkembangan korupsi. Sehingga faktor keberhasilan aparat penegak
hukum dalam memberantas   korupsi, tidak terlepas dari   partisipasi masyarakat dalam
memberikan  informasi serta dukungan moril kepada aparat penegak hukum. Tanpa ada
perbaikan moral dan etika penegak hukum, maka keutuhan subtansi dan struktur dari sistem
hukum pidana tidak akan memiliki nilai yang berarti. Karenanya pembangunan hukum pidana
di Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi harus dipandang secara utuh, baik subtansi
hukumnya, struktur hukumnya, maupun kultur hukumnya sebagai suatu sistem hukum pidana.
46 Ibid, hlm 379.
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A. Simpulan
1. Jenis pi dana yang harus dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi adalah
memperberat pidana penjara dan mengoptimalkan penjatuhan jenis pidana denda minimal
2 (dua) kali lipat dan maksimal   4 (empat) kali lipat dari kerugian negara yang
diakibatkan karena tindak pidana korupsi. Penjatuhan  pidana denda tersebut didasarkan
pada kerugian negara  yang muncul akibat tindak  pidana korupsi dan biaya penegakan
hukum yang harus ditanggung oleh terpidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar
denda, maka harus dilakukan perampasan aset atau harta kekayaan terpidana untuk
mengembalikan kerugian negara. Hal ini  bertujuan  untuk  mengurangi tindak pidana
korupsi di Indonesia dan memberikan efek jera pada terpidana korupsi.
2. Penegakan hukum yang seyogyanya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi
di Indonesia adalah dengan memperbaiki sistem hukum pidana yang meliputi subtansi
hukum, struktur hukum dan budaya  hukum. Harmonisasi dan sinergitas antara sub
sistem hukum pidana harus diperkuat ditambah  dengan komitmen kuat hakim sebagai
ujung tombak dalam pemberantasan korupsi untuk berani menjatuhkan sanksi pidana yang
memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
B. Saran
1. Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini berlaku belum mencerminkan upaya
pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga upaya pemiskinan terhadap
terpidana korupsi dapat dimulai dengan merevisi undang-undang pemberantasan  tindak
pidana korupsi dengan merevisi rumusan sanksi pidana penjara dan denda yang lebih
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berat yang disesuaikan dengan kerugian yang diderita negara akibat tindak pidana korupsi
sehingga dapat memberikan efek jera bagi terpidana korupsi.
2. Selain merevisi rumusan sanksi pidana dalam undang-undang pemberantasan korupsi
dalam tataran implementasi Juga harus dikembangkan cara berfikir hukum progresif bagi
aparat penegak hukum  khususnya hakim di  pengadilan tindak pidana korupsi yang
berwenang menjatuhkan  sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hakim tidak
boleh terkungkung oleh pasal-pasal dalam undang-undang karena korupsi adalah extra
ordinary crime maka penegakannya pun harus dengan cara-cara yang luar biasa. Salah
satunya adalah dengan mengoptimalkan penjatuhan jenis pidana denda kepada terpidana
korupsi.
40
3.
41
